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Abstrak  
 
Adanya larangan kepemilikan Hak Milik (HM) atas tanah bagi orang asing dan Badan 
Hukum komersil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UUPA, yang di dalam kepemilikan hak 
atas tanah terdapat perbedaan perlakuan, sehingga timbul keinginan bagi WNA dan 
Badan Hukum komersil memiliki HM tersebut yang tidak mempunyai batas waktu dalam 
kepemilikannya. Perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah ini 
menimbulkan perbuatan untuk melakukan penyelundupan hukum guna memiliki hak atas 
tanah dengan cara-cara yang dilakukan oleh WNA yang bekerjasama dengan WNI, dan 
hal ini biasanya dipermudah dengan bantuan Notaris yang membuat perjanjan Trustee 
antara WNA dengan WNI secara melawan hukum. Permasalahan terhadap kepemilikan 
hak atas tanah yang dilakukan oleh WNA bersama-sama dengan WNI dan Notaris pada 
kenyataannya sangat sulit dibuktikan, meskipun masalah ini sering terungkap di publik 
baik melalui media koran maupun televisi, tetapi kenyataannya permasalahan ini tidak 
dapat dituntaskan. 
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A. PENDAHULUAN 
Adanya perbedaan perlakuan kepemilikan hak atas tanah dalam sistem hukum 
pertanahan Indonesia berdasarkan berlakunya asas Nasionalitas dan asas Individualitas 
antara WNI dan Badan Hukum Indonesia serta WNA dan Badan Hukum Asing dalam 
hukum pertanahan yang menutup kemungkinan WNA atau Badan Hukum untuk 
memiliki hak lain selain Hak Pakai (HP), sebagaimana disebutkan Pasal 9 ayat (1) UUPA 
berbunyi “hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air 
dan ruang angkasa”. Ruang angkasa untuk selanjutnya disebut “ruang udara”. 
Terhadap kondisi tersebut di atas, ditambah dengan landasan hukum pada 
ketentuan dalam Pasal 42 UUPA adalah Pasal 2 UUPA yang merupakan pelaksanaan 
